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2

I

1.

a.

2. 

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
           

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
           

3.

a
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi
- - - - - - - - - - - -

4.

a
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor
           

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor            

c Penyediaan Peralatan Rumah Tangga            

d Penyediaan Bahan Logistik Kantor            

f Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan            

g
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan
           

h Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD            

5.

a
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya
  

6.

a Penyediaan Jasa Surat Menyurat            

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            

c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor            
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2

Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan 

pelayanan dasar.

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH

Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja 

Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Adminstrasi Umum Perangakat Daerah

Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan 

pemerintah daerah

Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

BULAN

           
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BULAN

d
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
           

7. 

a
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya
  

b.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya
  

II

1

a Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian 

Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
           

b. Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten/Kota
           

2

a Penyusunan Peta Potensi Investasi Kab/Kota     

III

1.

a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan 

Kab/Kota
    

IV

1.

a Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem 

perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara 

elektronik

        

b. Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan 

berusaha berbasis risiko
        

c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang 

perizinan berusaha berbasis risiko
        

V

1.

a
Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi 

pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya
       

b. Bimbingan Teknis  kepada Pelaku Usaha        

c. Pegawasan Penanaman Modal        

Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan 

pemerintah daerah

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang 

Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah

Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab. Batang

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang 

menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota

PROGRAM PELAYANAN PENANANAM MODAL

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu 

satu pintu dibidang PM dan menjadi Kewenangan Daerah 

Kab/Kota

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN 

MODAL

Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang 

menjadi kewenangan Daerah Kab/Kota
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BULAN

VI

1. 

a.

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi 

Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

            

Total anggaran 

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI SISTEM 

INFORMASI PENANAMAN MODAL

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non 

Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah 

kab/Kota.

Batang,    3 Januari 2026

Mengetahui,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kabupaten Batang

NIP. 19770312 199803 1 002

MARGO SANTOSA, S.E, M.M
Pembina


